SEAEA A

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota
Madiun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
transparan dan akuntabel sesuai kaidah pengelolaan keuangan,
dipandang perlu menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, transparan,
efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun
tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
Negara;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018;
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3
4.
5

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kota Madiun.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

Walikota adalah Walikota Madiun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Madiun.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Madiun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.

Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Badan Penanggulan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat
BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Madiun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disebut Perubahan APBD, adalah Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS, adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD
setelah disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam
rangka penyusunan APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
kebutuhan.
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Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA,
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah
yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD,
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa
BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD, adalah pejabat
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK,
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK, adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan pengeluaran
belanja/pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
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Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah petugas yang ditunjuk
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk membantu
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang ditunjuk
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
membantu Bendahara Pengeluaran sebagai kasir, pembuat
dokumen pengeluaran dari satu atau beberapa kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Pejabat Pengadaan adalah pegawai di lingkungan Pemerintah
Kota Madiun yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.

Kinerja adalah keluaran/hasil program dan kegiatan yang akan
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
personil (sumber daya manusia), barang, modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)
untuk menghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang jasa.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.
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Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Standar Harga Satuan Barang adalah patokan harga satuan
barang yang digunakan sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk perencanaan
pengadaan barang dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus adalah patokan
biaya tertinggi yang digunakan sebagai pedoman Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam
menyusun perencanaan anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna
anggaran.

Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD, adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP,
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPP-UP, adalah dokumen yang diajukan bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
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Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-GU, adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-TU, adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka, yang selanjutnya
disingkat SPP-UM, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja rekanan guna
melaksanakan kegiatan SKPD oleh rekanan yang mengajukan uang
muka.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya
disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D,
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat
Perintah Membayar.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP, adalah dokumen vyang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran-
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-GU, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.
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Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPM-TU, adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Uang Muka, yang selanjutnya disingkat
SPM-UM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan uang muka kerja.
Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat
SPM-LS, adalah dokumen vyang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja
Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang  kegiatan  usahanya menyediakan
barang/layanan jasa.

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan
yang dapat diikkuti semua Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan
Konstruksi  untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
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Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa
Konsultansi yang memenubhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung
kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi.
E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem
katalog eletronik.

Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen acuan pekerjaan yang
sekurang-kurangnya berisi gambaran umum kegiatan yang akan
dilaksanakan, jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat,
waktu pelaksanaan pekerjaan, kualifikasi tenaga ahli, besaran total
biaya pekerjaan dan sumber pendanaan, serta analisa kebutuhan
tenaga ahli.

Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,
dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud
fisik lainnya.

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan
spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta
pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.

Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam
rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk
piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka
acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau
penyedia jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dan pengadaan barang.
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Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD/Unit
Kerja sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah
lain, dan/atau kelompok masyarakat.

Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah
unit organisasi pada Pemerintah Daerah yang berfungsi
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudahada.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat
LPSE, adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik.

Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya disingkat RUP,
adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran pengadaan
barang/jasa yang bersumber dari APBD/APBN.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang selanjutnya
disingkat SiRUP, adalah aplikasi sistem informasi rencana umum
pengadaan berbasis web (web based) yang berfungsi sebagai saran
atau alat untuk mengumumkan RUP.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah
tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui
ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk
memenuhi  persyaratan seseorang menjadi panitia/pejabat
pengadaan.

Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan
penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang
mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat
dipecah-pecah yang dilakukan atas persetujuan Walikota Madiun.
Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan
tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia
Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja
Unit Layanan Pengadaan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban
Penyedia Barang/Jasa.
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Kegiatan fisik adalah kegiatan yang tujuannya untuk memperoleh
dan/atau meningkatkan nilai barang inventaris baik berupa
bangunan konstruksi maupun barang termasuk aset tidak
berwujud.

Manajemen Konstruksi adalah kegiatan pengendalian waktu,
biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib
administrasi dalam pembangunan mulai dari tahap persiapan, tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai masa
pemeliharaan.

Uang Kinerja Kegiatan adalah sejumlah uang yang diberikan
kepada Aparatur Sipil Negara di Kota Madiun sebagai bentuk
penghargaan karena telah mencapai kinerja tertentu dalam upaya
mendukung pencapaian output dan/atau outcome beberapa
kegiatan dalam satu program.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 2

Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Walikota selaku pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya

kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD;

c. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua
Pejabat PA/KPA
Pasal 3

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai
tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;
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menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan yang memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

. melaksanakan tugas-tugas PA/pengguna barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala SKPD selaku PA dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa, mempunyai tugas:

a.
b.

™ o a o

menetapkan Rencana Umum Pengadaan;

mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan
paling sedikit di website Pemerintah Kota Madiun;
menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
menetapkan pemenang pada Pelelangan untuk paket
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah);

menetapkan pemenang pada Seleksi untuk paket pengadaan
Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
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i. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh
dokumen pengadaan.

PA dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan

sebagian tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPA.

PA dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan

sebagian tugas dan kewenangannya kepada KPA sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) hanya terbatas pada:

a. PA pada Sekretariat Daerah dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Bagian;

b. PA pada Dinas Pendidikan dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya Kepala Sekolah;

c. PA pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala
Puskesmas;

d. PA pada Kecamatan dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Kelurahan.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melaporkan

pelaksanaan anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku PA

melalui Asisten yang membidangi.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melaporkan

pelaksanaan anggaran kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku

PA.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ melaporkan

pelaksanaan anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana selaku PA.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d melaporkan

pelaksanaan anggaran kepada Camat selaku PA.

PA pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan:

besaran SKPD;

besaran jumlah uang yang dikelola;

beban kerja;

lokasi;

kompetensi;

rentang kendali; dan/atau

pertimbangan obyektif lainnya.

@ "o o0 T o
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KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf
¢, dan huruf d bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PA.

KPA merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Walikota atas
usulan PA.

KPA memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai pelimpahan
dari PA.

Dalam hal PA tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan berturut-turut, maka PA mengusulkan
KPA kepada Kepala SKPKD selaku PPKD.

Dalam hal KPA tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan berturut-turut, maka KPA menyerahkan
pelaksanakan tugas dan kewenangannya kepada PA.

KPA di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dalam rangka pengelolaan kegiatan memiliki
kewenangan mempergunakan stempel Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
PPK
Pasal 4

PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa.

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
yang meliputi:
1) spesifikasi teknis barang/jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan kontrak.

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menyetujui  bukti pembelian atau menandatangani
Kuitansi/Surat Perintah Kerja/surat perjanjian;

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA;
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. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan
anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada
PA/KPA setiap triwulan; dan

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

d.

mengusulkan kepada PA/KPA:

1. perubahan paket pekerjaan;

2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

menetapkan tim pendukung, yang antara lain terdiri dari
direksi lapangan, konsultan pengawas, dan tim pelaksana
swakelola;

meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK dalam rangka

membantu tugas PPK;

. mengusulkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan

teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan/atau
menetapkan besaran Uang Muka yang akan

dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a.
b.

C.

memiliki integritas;
memiliki disiplin tinggi;
memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta

manajerial untuk melaksanakan tugas;

. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat
KKN;

menandatangani Pakta Integritas;

tidak menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK-SKPD);

. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
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Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf ¢ adalah:

a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan
bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan
tuntutan pekerjaan atau dapat diganti dengan PNS paling
kurang golongan IIla atau disetarakan dengan golongan IIIa;

b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat
secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Persyaratan pada ayat (4) huruf g dan huruf h dikecualikan untuk

PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

PA bertindak sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) apabila didalam SKPD tersebut tidak ada PNS yang

memenuhi persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) vyang memiliki sertifikat keahlian pengadaan
barang/jasa.

KPA yang bertindak sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) hanya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (4).

Apabila PPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena

berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang waktunya

lebih dari 1 (satu) bulan berturut-turut, maka PA/KPA dapat
menunjuk PPK pengganti yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penggantian PPK sebagaima dimaksud pada ayat (9) disertai

Berita Acara Serah Terima keadaan fisik dan keuangan dari PPK

lama kepada PPK pengganti dengan diketahui PA/KPA.

Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan PPK

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota

ini.

Bagian Keempat
PPTK
Pasal 5

PA/KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk
pejabat dibawahnya pada SKPD selaku PPTK.
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Penunjukan pejabat dibawahnya pada SKPD selaku PPTK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk staf

selaku PPTK apabila di SKPD sudah tidak ada lagi pejabat yang

dapat ditunjuk karena pejabat dimaksud sudah memegang

jabatan sebagai PPK-SKPD, PPK, PPHP dan Bendahara

Pengeluaran.

Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka

dalam menetapkan PPTK agar memperhatikan tugas pokok dan

fungsi yang ada di masing-masing SKPD.

PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

mempunyai tugas:

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan
anggaran; dan

d. membantu tugas PPK.

PPTK dapat diberi wewenang melaksanakan 1 (satu) atau

beberapa kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

PPTK yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

PA/KPA.

Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

¢ mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen

administrasi yang terkait dengan persyaratan yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

Dalam hal PPTK tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-

kurangnya selama 1 (satu) bulan berturut-turut, maka yang

melaksanakan tugas dan kewenangan PPTK adalah pejabat/staf

yang ditunjuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh

PA/KPA.

Pasal 6

Penunjukan PPTK oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.
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Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan PPTK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota
ini.

Bagian Kelima
PPK-SKPD
Pasal 7

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD,
PA menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

Untuk Sekretariat Daerah, KPA menetapkan pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai
PPK-SKPD.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi SPP;

b. menyiapkan SPM;

¢. melakukan verifikasi SPJ; dan/atau

d. menyusun laporan keuangan.

PPK-SKPD dilarang merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara,
PPK, dan/atau PPTK.

Dalam hal PPK-SKPD tidak dapat melaksanakan tugas sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan berturut-turut, maka vyang
melaksanakan tugas dan kewenangan PPK-SKPD adalah
pejabat/staf yang ditunjuk sampai dengan batas waktu yang
ditentukan oleh PA/KPA.

Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan PPK-SKPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota
ini.

Bagian Keenam
Bendahara Pengeluaran
Pasal 8

PA/KPA mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada Kepala
SKPKD selaku PPKD dalam rangka pelaksanaan anggaran pada
SKPD.
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Walikota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan/pemborongan dan penjualan
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening atau menyimpan
uang pada suatu bank atas nama pribadi.

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu
Bendahara Pengeluaran dengan pertimbangan:

a. anggaran kegiatan;

b. beban kerja;

Q)

lokasi; dan/atau

d. pertimbangan obyektif lainnya.

Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan:

a. lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu)
bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan
surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas
tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan
dengan diketahui kepala SKPD;

b. lebih dari 1 (satu) bulan, sampai dengan paling lama

3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara

pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

c. lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dianggap yang bersangkutan

telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai
bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan

penggantinya.
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Bagian Ketujuh
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pasal 9

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat ditunjuk berdasarkan
pertimbangan:

. besaran SKPD;

. besaran jumlah uang yang dikelola;

. beban kerja;

a
b
C
d. lokasi;
e. kompetensi;
f. rentang kendali; dan/atau
g. pertimbangan objektif lainnya.
PA/KPA mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada
Kepala SKPKD selaku PPKD dalam rangka pelaksanaan anggaran
SKPD.
Walikota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang
melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan/pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening atau menyimpan
uang pada suatu bank atas nama pribadi.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5
bulan berikutnya.

Dalam hal Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak dapat

melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan

berturut-turut  sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka PA/KPA segera mengusulkan penggantinya
kepada Kepala SKPKD selaku PPKD.
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Bagian Kedelapan
Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pasal 10

Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan PA/KPA.
Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran
sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dari satu
atau beberapa kegiatan SKPD.

Dalam hal Pembantu Bendahara Pengeluaran tidak dapat
melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
berturut-turut sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,
maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan Pembantu
Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran sampai
dengan ditunjuknya Pembantu Bendahara Pengeluaran oleh
PA/KPA.

Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan Pembantu
Bendahara Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran

I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan
Pejabat Pengadaan
Pasal 11

Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA.

Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui

prakualifikasi atau pascakualifikasi;
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e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan
Langsung;

g. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

h. menyerahkan  dokumen asli pemilihan  Penyedia
Barang/Jasa kepada PA/KPA;

i. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada
PA/KPA; dan

j.  memberikan  pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat

mengusulkan kepada PPK:

a. perubahan HPS; dan/atau

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Pejabat pengadaan dilarang menjadi:

a. PPK untuk pekerjaan yang sama;

b. PPHP untuk pekerjaan yang sama;

c. APIP terkecuali menjadi pejabat pengadaan untuk
pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh SKPD-nya;

d. Bendahara pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan, yaitu:
1. Bendahara Pengeluaran;
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan Pejabat

Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
Pasal 12

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan dengan
Keputusan PA/KPA.
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Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melaksanakan tugas
setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen).
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas
pokok dan kewenangan:

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak;

b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan atau pengujian; dan

c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan.

Dalam hal pemeriksaan barang/jasa yang memerlukan keahlian

teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu

pelaksanaan tugas Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

(PPHP).

Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan

oleh PA/KPA.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melaporkan hasil

pekerjaaannya kepada PA/KPA pemilik kegiatan/pekerjaan.

Format Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota

ini.

BAB III
PERENCANAAN, PENGANGGARAN KEGIATAN
DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 13

Pemerintah Daerah menyusun PPAS berdasarkan KUA.

PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas untuk urusan pemerintahan
umum, urusan wajib dan urusan pilihan;

b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan;
dan;



(1)

(2)

(3)

4)

(3)

(6)

7)

(8)

(1)

(2)
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c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program dan kegiatan.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 14

Berdasarkan PPAS selanjutnya PA/KPA menyusun RKA-SKPD
untuk masing-masing program dan kegiatan.

TAPD melakukan verifikasi rancangan RKA-SKPD bersama-sama
dengan Kepala SKPD.

RKA-SKPD belanja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dapat berupa:

a. anggaran belanja kegiatan fisik; dan

b. anggaran belanja kegiatan non fisik.

RKA-SKPD belanja program dan kegiatan dimuat dalam kelompok
belanja langsung.

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan
menurut jenis belanja yang terdiri:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang jasa; dan

c. belanja modal.

Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diuraikan
menurut obyek belanja.

Obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diuraikan
menurut rincian obyek belanja.

Perincian jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7),
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

RKA-SKPD untuk masing-masing program dan kegiatan harus
mengacu kepada alokasi plafon anggaran sementara
sebagaimana tertuang dalam PPAS.

RKA-SKPD program dan kegiatan disusun berdasarkan standar
harga satuan barang kebutuhan, analisa harga satuan kegiatan
konstruksi, standar biaya umum dan standar biaya khusus yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
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(3) Plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

a. belanja administrasi kegiatan; dan

b. belanja pelaksanaaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Arah Penggunaan Anggaran Belanja
Pasal 16

Arah penggunaan anggaran belanja kegiatan fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dipergunakan untuk
alokasi belanja administrasi dan belanja pelaksanaan kegiatan
fisik.

Arah penggunaan anggaran belanja kegiatan non fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b
dipergunakan untuk alokasi belanja administrasi dan belanja

pelaksanaan kegiatan non fisik.

Bagian Keempat
Anggaran Belanja Administrasi
Pasal 17

Alokasi anggaran belanja administrasi kegiatan fisik dan kegiatan
non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan
ayat (2) dikelompokkan ke dalam jenis belanja pegawai.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
untuk kegiatan penyelenggaraan sekolah dan kegiatan yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Bantuan Keuangan

Provinsi atau dana lainnya.

Pasal 18

Alokasi anggaran belanja administrasi kegiatan fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) jenis belanja pegawai, dapat
digunakan meliputi pemberian:

a. honorarium PPK;
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b. honorarium pejabat pengadaan;
c. honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;

(2) Alokasi anggaran belanja administrasi non fisik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) jenis belanja pegawai dapat
dipergunakan sebagai pendukung kegiatan dalam bentuk
pemberian:

a. honorarium PPK;
b. honorarium pejabat pengadaan;

¢. honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;

Pasal 19

(1) Penyerapan anggaran belanja administrasi kegiatan fisik
konstruksi diserap secara proporsional sesuai dengan kemajuan
fisik yang dicapai.

(2) Untuk kegiatan fisik konstruksi tahun jamak, besaran alokasi
anggaran belanja administrasi dihitung berdasarkan jumlah total
nilai konstruksi tahun jamak, dan diserap secara proporsional
sesuai anggaran konstruksi pertahun anggaran selama

pelaksanaan kontrak tahun jamak.

Pasal 20

Besaran alokasi anggaran belanja administrasi kegiatan fisik dan
kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang
dipergunakan untuk pemberian honorarium berdasarkan standar

biaya umum dan standar biaya khusus.

Bagian Kelima
Anggaran Belanja Pelaksanaan
Pasal 21

(1) Alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah jenis

belanja modal.



(2)

(3)
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Alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan fisik untuk

belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan

senilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud dan aset tidak berwujud hanya sebesar harga

beli/bangun aset termasuk biaya perencanaan, dan biaya

pengawasan.

Alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan non fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat terdiri dari

jenis:

a. belanja pegawai; dan

b. belanja barang jasa.

Alokasi belanja pelaksanaan kegiatan non fisik jenis belanja

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

dipergunakan untuk:

a. uang kinerja kegiatan (UKK);

b. honorarium tim pengarah;

c. honorarium dan uang lembur non PNS; dan/atau

d. honorarium personil diluar PNS Kota Madiun.

Alokasi belanja pelaksanaan kegiatan non fisik jenis belanja

barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

dipergunakan untuk belanja barang dan jasa yang terkait

langsung dengan pelaksanaan kegiatan non fisik.

Ketentuan sebagaimana ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan

penyelenggaraan sekolah dan kegiatan yang bersumber dari

Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT), Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau

dana lainnya.

Kegiatan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) jenis belanja pegawai diatur penggunaannya sebagai

berikut:

a. uang kinerja kegiatan (UKK) diperuntukkan bagi PNS non
guru;

b. honorarium dan uang lembur hanya diperuntukkan bagi
guru; dan/atau

¢. honorarium personil diluar PNS Kota Madiun.
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(8) Kegiatan yang bersumber dari Dana yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT), Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau dana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti petunjuk teknis

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Alokasi Belanja Pelaksanaan Kegiatan Fisik
Pasal 22

Besaran alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diatur sebagai berikut:

a.

alokasi anggaran belanja modal untuk memperoleh aset tetap
berwujud melalui proses pembangunan konstruksi dapat terdiri
dari biaya perencanaan, biaya manajemen konstruksi atau biaya
pengawasan, dan biaya konstruksi;

dalam hal perencanaan pembangunan konstruksi sebaiknya
dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya, maka anggaran
perencanaan yang berupa Detil Engineering Design (DED) atau
Feasibility Study (FS) atau Manajemen Konstruksi dialokasikan
pada belanja modal aset lainnya;

alokasi anggaran belanja modal untuk memperoleh aset tetap
berwujud melalui pembelian/pengadaan dianggarkan hanya

sebesar harga beli aset tetap;

. alokasi anggaran belanja modal untuk memperoleh aset tidak

berwujud melalui pembelian/pengadaan dianggarkan hanya

sebesar harga beli aset tidak berwujud.

Pasal 23

(1) Besaran alokasi anggaran biaya perencanaan dan biaya

pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
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(2) Alokasi biaya perencanaan dan pengawasan yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT), Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau
dana lainnya mengikuti petunjuk teknis berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran alokasi biaya konstruksi dihitung dengan menggunakan
analisa harga satuan pekerjaan konstruksi dan/atau harga satuan
bangunan.

(4) Apabila terdapat komponen konstruksi yang belum ditetapkan
dalam analisa harga satuan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka standar biaya dihitung
berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri dari dinas teknis yang

bersangkutan dengan mempertimbangkan kewajaran harga.

Pasal 24

(1) Besaran alokasi anggaran belanja modal kegiatan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dipergunakan untuk
memperoleh aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud
dihitung dengan menggunakan standar harga satuan.

(2) Apabila terdapat aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud
yang belum ditetapkan dalam standar harga satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
Harga Perkiraan Sendiri dengan mempertimbangkan kewajaran

harga.

Bagian Ketujuh
Alokasi Belanja Pelaksanaan Kegiatan Non Fisik
Pasal 25

Besaran alokasi anggaran belanja pelaksanaan kegiatan non fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dipergunakan untuk
menganggarkan seluruh komponen biaya penyelenggaraan suatu

kegiatan yang telah direncanakan.
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BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
DPA-SKPD
Pasal 26

Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Kepala SKPD
segera menyusun rancangan DPA-SKPD.

Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dana tiap-tiap triwulan.

Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama
dengan Kepala SKPD setelah ditetapkannya Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan
persetujuan Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Kepala SKPD dan Inspektorat.
DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA.

Bagian Kedua
Pergeseran dan Perubahan Anggaran
Pasal 28

Pergeseran anggaran dalam DPA-SKPD dapat dilakukan sepanjang
tidak akan berakibat:

a. pergantian target; dan/atau

b. adanya keperluan tambahan anggaran untuk DPA-SKPD.
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Perubahan anggaran dalam APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

Pasal 29

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

(1) dapat dilakukan:

a. untuk uraian perincian penggunaan dalam rincian obyek
belanja yang sama.

b. antar rincian obyek belanja dalam jenis dan obyek belanja
yang sama; dan/atau

c. antar obyek dalam jenis belanja yang sama.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara pergeseran anggaran oleh

PA/KPA.

Berita acara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada BPKAD, Bappeda, Inspektorat.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a tidak perlu dilakukan perubahan dalam Perubahan APBD tahun

yang bersangkutan namun harus dituangkan dalam DPPA SKPD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan huruf ¢ harus diusulkan dalam Perubahan APBD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu Perubahan APBD

disahkan.

Format berita acara pergeseran anggaran untuk uraian perincian

penggunaan dari rincian obyek belanja dalam obyek dan jenis

belanja yang sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Walikota ini.
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Pasal 30

Perubahan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) dapat dilakukan:

a. antar rincian obyek belanja dalam jenis dan obyek belanja
yang sama;

b. antar obyek dalam jenis belanja yang sama; dan/atau

C. antar jenis belanja.

Perubahan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) harus diusulkan dalam perubahan APBD.

Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ dapat dilaksanakan setelah Perubahan APBD disahkan.

Setelah Perubahan APBD disahkan, SKPD menyusun DPPA-SKPD

yang memuat perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Perubahan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat

dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan kecuali perubahan

anggaran kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat maupun

pemerintah provinsi.

Bagian Ketiga
DPPA-SKPD
Pasal 31

Kepala SKPD segera menyusun rancangan DPPA-SKPD, setelah
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
Rancangan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dana tiap-tiap triwulan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD.

Format DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
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Pasal 32

DPPA SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan

oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Anggaran Kas dan Penyediaan Dana
Pasal 33

PA berdasarkan DPA-SKPD menyusun anggaran kas SKPD.
Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat perkiraan arus kas yang digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Berdasarkan penetapan anggaran kas, PPKD menerbitkan SPD

sebagai dasar permintaan pembayaran pengeluaran kas.

Bagian Kelima
Permintaan Pembayaran
Pasal 34

Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (3), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA
melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SPP-UP;

b. SPP-GU;

c. SPP-TU;

d. SPP-LS; dan

e. SPP-UM.

Pengajuan SPP kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf c oleh Bendahara Pengeluaran
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

Pengajuan SPP kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dan huruf e untuk pengadaan barang dan jasa
ditandatangani oleh bendahara pengeluaran mengetahui PPTK

dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
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Pasal 35

(1) Setelah dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan SPM.
(2) Setelah dinyatakan lengkap dan sah, PA menandatangani SPM.
(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SPM-UP;
b. SPM-GU;
c. SPM-TU;
d. SPM-LS; dan
e. SPM-UM.
(4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya
dikirim ke BPKAD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 36

Berdasarkan SPM vyang diterima dari PA, BPKAD selaku BUD
menerbitkan SP2D setelah dokumen SPM dinyatakan lengkap dan sah.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Kegiatan Fisik
Paragraf 1
Perencanaan Kegiatan Fisik Konstruksi
Pasal 37

(1) Perencanaan kegiatan fisik konstruksi dapat dilaksanakan oleh
SKPD melalui:
a. swakelola;
b. penyedia jasa konsultan perencana; dan
c. dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang.
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Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilaksanakan sendiri oleh SKPD pelaksana kegiatan sepanjang
memiliki sumber daya dengan kompetensi yang sesuai.

Hasil pekerjaan perencanaan Swakelola dan penyedia jasa
konsultan perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b harus melalui proses verifikasi perencanaan dari
dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang.

Biaya perencanaan yang dibutuhkan dalam perencanaan
kegiatan fisik konstruksi secara swakelola maupun oleh pihak
dinas teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf ¢, mempergunakan tabel sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II-B Peraturan Walikota ini.

Biaya perencanaan yang dibutuhkan dalam perencanaan
kegiatan fisik konstruksi oleh pihak penyedia jasa konsultan
perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap
mempertimbangkan  kebutuhan dan kewajaran dengan
mempergunakan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II-C dan II-D Peraturan Walikota ini dan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pekerjaan perencanaan kegiatan fisik konstruksi, baik yang
dilaksanakan secara swakelola, oleh pihak dinas teknis terkait
maupun penyedia jasa konsultan perencana sekurang-
kurangnya terdiri dari:

a. Rencana Anggaran Biaya;

c. Spesifikasi teknis; dan

d. Gambar-gambar teknis.

Paragraf 2
Perencanaan Kegiatan Fisik Non-Konstruksi
Pasal 38

Perencanaan kegiatan fisik non konstruksi dapat dilaksanakan
oleh SKPD melalui:
a. swakelola; dan

b. penyedia jasa konsultan perencana non konstruksi.
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Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dilaksanakan sendiri oleh SKPD pelaksana kegiatan sepanjang
memiliki sumber daya dengan kompetensi yang sesuai.

Biaya perencanaan yang dibutuhkan dalam rangka perencanaan
kegiatan fisik non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mempergunakan biaya kegiatan dimaksud sesuai

dengan kebutuhan dan kewajaran.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Fisik Konstruksi
Pasal 39

Tahapan utama dalam pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi meliputi:

a.
b.

C.

serah terima lapangan pertama;

rapat pra pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM);
serah terima lapangan kedua;

serah terima pekerjaan; dan

serah terima akhir pekerjaan.

Paragraf 1
Serah Terima Lapangan Pertama
Pasal 40

Serah terima lapangan pertama dilaksanakan oleh PPK kepad